BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

BENTUK PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEWA DAN TATA
CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIFNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,
perlu upaya dan strategi tepat demi menghindari
hilangnya potensi pendapatan asli daerah dalam rangka
peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan,
dan pelayanan bagi masyarakat;

b. bahwa bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata
cara penghitungan besaran tarifnya merupakan upaya
optimalisasi barang milik daerah untuk meningkatkan
pendapatan daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan  Peraturan Bupati tentang Bentuk
Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sewa dan Tata
Cara Penghitungan Besaran Tarifnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);















(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan
dalam perjanjian sewa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

(1) Orang Pribadi dan/atau badan hukum yang telah memanfaatkan objek
Pemanfaatan BMD sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini,
diwajibkan membayar tarif Pemanfaatan BMD berupa sewa sebesar tarif
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dikalikan dengan lama
pemanfaatan yang telah dilakukan.

(2) Dalam hal orang pribadi dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengalami kesulitan dalam pemenuhan besaran tarif yang
ditentukan, dapat mengajukan keringanan kepada Bupati sesuai dengan
tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 29 November 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal, 29 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 34















































































































































































































































































































































































































No Kecamatan/Kelurahan Tarif/m2/Tahun
18 | Karang Tengah 4.555,37
T. | Kecamatan Wonorejo
1 Cobanblimbing 4.996,59
2 | Jatigunting 4.625,13
5! Karangasem 4.733,85
4 | Karangjatianyar 4.684,02
S Karangmenggah 4.819,92
6 Karangsono 4.656,84
7 Kendangdukuh 4.625,13
8 | Kluwet 4.629,66
9 Lebaksari 4.638,72
10 | Pakijangan 4.571,68
11 | Rebono 4.573,04
12 | Sambisirah 4.573,49
13 | Tamansari 4.574,39
14 | Wonorejo 4.969,41
15 | Wonosari 4.973,94

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS






